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A. Latar Belakang Masalah

Felayanan kesenatan masyarakat pada nrinsInnya
mengutamakan pelayanan  kesehatan promotif dan  preventif
Pelayanan promotif adalah  upaya meningkatkan kesehatan
masyarakat ke arah yang lebih baik lagh dan preventt mancegah agar
masyarakatl tidak jatuh sakit serta terhindar dar penyatot

Sebab pelayanan kaoseRatan masyarakat tu tidak hanya tertuju
pada pepgobatan individu yang sedang sakil saja, letapi yang lebin
penting.adalah-upaya-upaya pencegahan (prevent/) dan peningkatan
kesehadtan (promont) Sehingga, bentuk pelayanan kesehatan bukan
hanya puskesmas atau balar kesehatan masyarakat saja, tatap Juga
bentuk-bentuk kegiatan lain, bak yang langsung kepada peningkatan
kesehatan dan peneegahan penyakit,_maupun yany secara tidak
langsung berpengaruh kepada peningkatan kesehatan

Bentuk-bentuk pelayanan kesehatan tersebut antara lain berupa
posyandu, dana sehal, polindes (paliklinik desal pes obat desa
(POD). pengembangan masyarakat atatl community developmerit,
parbaikan sanilasi lingkungan upaya peningkatan pendapatan

(income generating) dan sebagainya. ;

C Juanita "Peran Asuransi Kesehatan Dalam Benctumarking RS Dalam Menghadapi
Krisis Ekonomi, Tesis Universitas Sumatera Wtara, 2002 hal 1-2
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Pelayanan kebidanan merupakan  bagian  dan pealayanan
kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Pelayanan kebidanan
merupaxan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan
untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam rangka tercapainya
keluarga yang berkualitas. Pelayanan kebidanan merupakan layanan
yang diberikan oleh bidan sesual dengan kewenangan  yang
diberikannya dengan maksud meningkatkan kesehatan ibu dan anak
dalam rangka tercapainya keluarga berkualitas,  bahagia dan
sejahtera ”

Salah satu indikater yang dapat digunakan ‘Untuk mengukur
ketercapalan derajat keseshatan masyarakal adalah angka kemauan
iy dan angka kemanan bayl Angka Kematian lbu dan Angka
Kematian Bayi di indanasia masih cukup tinggi Menurut Data Survei
Demografl Kesehatan lndanesia(SDKL-Tahun 2007, Angka Kematian
Ibu sebesar 228 per 100000 kelzhiran hidup, Angka Kematian: Bayi
sebesar 34 per 1.000 kelahiran Hidup. Kematian lbd disebabkan oleh
perdarahan. /8%, eklamsi 24%. infeksi 14%, abortus &% partus
lama/macet 5%, emboli cbstetri 3% . komplikasi masa nifas 8%, lain-

-

lain 11% Kematian'Bayi disebabkan oleh BBER 29% asfiksia 27%.

" Fabrina, "Bidan Shop® 12 Februar 2010, Standar Praktik Kebidanan, Onling, Internet,
14 Oktober 2011, http://bidanshop blogspot com/2010/01/bidan-profesionat himi
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masalan pembenan minum 10%, tetanus 10%, gangyguan hematologi
6%, infeksi 5% dan lain-lain 133 °

ARl dan AKB yarg masih cukup tinggi disebabkan karena jumlan
penysbaran Didan masih belum  mencukupl dari seluruh jumlah
penduduk di Indonesia. Bidan di indonesia tahun 2008 terdapat
98.074 bidan dengan rasio 4292 bidan per 100.000 penduduk.
Cengan demikian keberadaan bidan diharapkan dapat membantu
untuk penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bay
sebab pada saat ini masih cukup tinggl bila dibandingkan dengan
negara-negara Asean laianya yang mempunyal.posisi sama schagal
Megarawvang sodang berkembang.

Bidan sebaga sumber daya manusia kesehatan mempunyal
peran | yang hasar terhadap ketercapaian. tujuan pembangunan
kesehatan yaitu dengan memuvenkan-pelayanan asuhan kKebidanan
kepada | masyarakat,  Bidan dituntut agar mampud memberikan
pelayanan kesehatan bu dan amak (KlA) yang optmal. bermutu
sanantiasa berkembang mengikutl perkembarigan keinginan, harapan
sera kebutuhan 'masyarakat akan pelayanan kesehatan sesuai
dengan perkembangan teknologi dan perkembangan jenis penyakit.®
Bidan memiliki posisi penting dalam mamberikan pelayanan kepada

pasien Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan Pelayanan

" Rahmi, 2008, “Penlaki Hidan Praktik Swasta Dalam Prtyslfenggaraan Praktik Bidan”,
Tesis | Universitas Sumatera Utara

* ibid, hial 7O



Kebidanan (kesahatan reproduksi) kepada perempuan remaja putri
calon pengantin ibu hamil, bersalin nifas, masa interval, kimakterium,
dan menupause, bayl baru lanir anak balita dan pra sekclah. Selain
itu bidan juga berwenang untuk memberikan Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesahatan Masyarakat. Bidan juga dapat melakukan
praktik mandiri Bidan Praktik Mandini merupakan penyedia layanan
xesehatan yang mamiliki kontribési.clukup besar dalam memberikan
pelayanan. khusugfya“dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan
anak Supaya masyarakat pengguna jasa layanan bidan mamperoleh
akses pelayanan yang bermutu dan pelayanaf.obidan, perlu adanya
requlast pelayanan prakier hidan secara |elas, persiapan sebelum
bidan melaksanakan pelayanan praktek, seperti perizinan temnpat
ruangani peralatan praktck dan Kelengkapan administrasi semuanya

harus sesuai dengan standar °

Kewenangan bidan dalam praktix mandiri juga harus memeanuhi
Kelentuan yang diatur dalam  Kepulusan Menteri Kesehatan Nomor
JESMENKESIEKINI/2007 Tenlang Standar Profesi Bidan Tugas
pokok bidan yang tedwang dalam Kepmenkes Nomor | 389 Tahun
2007 tentang standar profesimidan-adalahsmelaksanakan pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) khususnya dalam mendukung

pelayanan kesehatan by hamil  bersalin dan nifas, pelayanan

" Mustika Sofyan, 2006, 50 Tahun 8/ Butan Menyangsong Masa Depan Cetakan
Kelima, Jakarts PP B



kesehatan bayl dan anak balita, serta pelayanan Keluarga Berencana
(KB), mengelala program KIA di wilayah kerjanya dan memantdu
pelayanan KIA d wilayah desa berdasarkan data ril sasaran
meningkatkan  peran  serta  masyarakat dalam  menduking
pelaksanaan pelayanan KIA termasuk pembinaan dukun bayi dan
kader pembinaan wahana/torum peran serta masyarakat yang terkait
melalul pendekatan kepada pamoengdan tokoh masyarakat.
Kewenangangyang telah diberikan itu harus di tindak lanjut
dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan
supaya dapat melaksapakan tugas dengan baik ® Perpadilan dar
pengetahyan keterampilan dan kemampuan inilah yang harus, dapat
dikuas™ oleh segrang bidan dalam berpikir dan bertindak’ sehifgga
dapat dikatakan bidan t=isebut bekerja secara professional sesuai
dengan Undang-Undang Nomor-38 Tahun 2008 Tentang Kesehatan
pada’ Pasal 34 Ayat (1} menyebutkan bahwa penyelenggaraan
pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggunyg jawab, aman
bermutu, segta merata danenon disknminatil. Dan pada Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 50
menjelaskan tentang tenaga kesehatan melaksanakan tugas sesual
dengan standar profesi dan standar prosedur operasional Dimana

standar profesi memiliki batasan kemampuan (knowledge, skill and

Bahuler Johan MNasution 20058 Huakien Kesahatan Poertangqungjawaban  Dokter
Fenerbit Rineka Cipta, Jakarta, hal 41




professional attitude) yang harus dikuasal oleh tenanga keschatan
dalam melakukan kegiatan professionalnya pada masyarakat secara
mandin yang dibuat oleh crganisasi profesi.

Dalam menjalankan praktik, bidan diatur dalam beberapa
ketentuan hukum.  Sebelum  diundangkannya Permenkas Nomor
1424/Menkes/Per/n/2010 tentang |in dan penyelenggaraan prakiik
bidan, kewenangan bidan diatur “gdalam Kepmenkes Nomar
900/Menkes/SKANIZOG2 tentang registrasi dan praktix  bidan
Kemudian diperbaharul dengan adanya Permenkes Nomor HK
02 0Z2Menkes/149/2010 tentang 1jin dan penyelenggaraan praktik
bidan _Palam penyelenggaraan praklik, bidan mempunyai beberapa
kewsnangan antara iain pelayanan kebidanan pelayanan kesshatan
repraduksi perempuan darpelayaman-kesehatan masyarakat Dalam
pangaturan penyelenggaraan praktik Permenkes MNomer
1454/Menkes/Per/X/2010. merupakan pembaruan dari Permenkes
Nomor - HK  02.02/Menkes/ 1452010 yaitu temtang pelayanan
kesehatan oy, pelayanan kesehatan anak,dan pelayanan kasehatan
reproduks) perempuan dan keluarga berencana

Untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan praktk bidan
dapatl dikemukakan gambaran jumlah anggota bidan di Indonesia

sexitar 175,000 bidan. sedangkan di Kela Semarang berjumlah 356




bidan praktik mandin yang terdistnbusl sshagar bidan delima
berjumlah 135 orang dan yang belum defima sejumlan 115 orang '
Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, penulis tertank
untuk melakukan penelitian dengan judul "Perbandingan Antara
Kepemilikan Kompetensi Bidan Dengan Pelaksanaan Kewenangan
Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BFPM)
Menurut Kepmenkes Nomor S00/Menkes/SK/NVIFZ00Z  Permeankas
NMomor  HK 02 02/IMenkes/149/2010  dan  Permenkes  Nomor

T4ad4/Menkes! Par/X/2010 di Kata Semarang’

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraiean dan latar belakang diatas dapat dwrumuskan

masalaniyaitl -

1 Bagamana EKetentuan Tentang Kompetens:  Bidan  Dalam
Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiui (BPM) di Kota

Semarang”?

2

Bagaimana PFealaksanaan Kewenangan Bidan DalamPelayanan

Kebidanan Fada Bidan Praktk Mandiri (BPM) Menurut

a Kepmenkes Nomor $00/Menkes/SKA1/20027

b Permenkas Nomor HK 02 02/ Menkes/149/20107

' Rahmi, 2008, “Perilaku Bidan Praktik Swasta Dalam Fenyslanggaraan Mrakik (hoan
Tesis : Liniversitas Sumatera Utara,



. Permeankeas Nomaor 1484/ Menkes/Pe/K/20107

3 Bagamana Hubungan Antara Kepemilkan Rompetensi Bidan
Dengan  Peigksanaan Kewenangan Bidan Dalam  Pslayanan

Kebidanan FPada Bidan Fraxktik Mandin (BRPM) Menurut

a. Kepmenkes Momor 900/Menkes/SEAN/Z0027

b, Permenkes Nomar HE 07 02 /Menkas/ 14520107

c. Permenkes Nomor 1484/Menkes/ Per/®/20107

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mendapatkan gambaran tentang Kzatentuan Kepemilikan
Kompetensi Bidan Dalam Relayanan Kebidanan Pada Bidan

Fraktik Mandir (BPM)

2 Untuk mendapatkan gambaran tentang Pelaksanaan Kewsnangan
Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandin
(BPM) Menurut Kepmenkes Nomor S00/Menkes/SK/NII2002
Fermenkes Nomor HK.0Z D2/Menkes/149/2010, dan Parmenkes

MNomor 1464/Menkes/Per/X/2040

3 Untuk  mendapatkan gambaran tentang  Hubungan  Antara
Kepemilikan Kompetensi Bidan Dengan Pelaksanaan Kewenangan

Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praknk Mandini



(BPM) Menurut Kepmenkes Nomor  200/Menkes/SKAN/2002,
Permankes Nomor HE.02 02iMankes/ 149/2010, dan Parmenkss

Momaor 1464/Mankes/ Peri /2010

D. Manfaat Penelitian
1. Prakhs
Hasil peneltian ini dibarapkan dapal membantu memberikan
informasi kepada organisasi Bl pada umumnya dan khususnya

xepada bidan pelaksana tugas pelayanan di BFM

2 Akademis
Hasil peneliian I1m  dapalt. menambah  khasanah dalam
porkembangan iimu pengetahuan. dan dapat digunakan  untuk
penelitian berikutnya khususnya di nidang Hukwim Kesehatan yang
barkaitan dengan sualu kemampuan dan kewesnangan profes

dalam pelaksanaan tugas dipalayanan kesehatan

E. Metode Penelitian
FPenelitian inl dimaksudkan untuk memperoleh informasi (entang
pelaksanaan pelayanan kebidanan yang dilakukan aleh bidan praktek
mandiri untuk keperiuan penulisan tesis yang berjudul "Perbandingan
Antara  Kepemilikan Kompetensi Bidan  Dengan  Pelaksanaan

Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Bidan Praktk
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Mandiri (BPM) Menurut Kepmenkes Nomaor 800/Menkes/SKAI1/2002
Fearmenkes Nomor HK.0Z 02/Monkas/ 145/2010 dan FPormankes

Nomor 1484/ Menkes/ Per/ /20007

Data vang dikumpulkan meliputl hal-hal yang berkaitan dangan
pelaksanaan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh hidan dalam

BPM.
1. Metode Pendekatan

Metgde vyang digunakan dalam ‘penelitian il adalab
penelitian yuridis sosiglogis secara kualtatif syaitt Aspek yundis
yang diteliti.  adalah peraturan yang  mengatur  tantang
penyelenggaraan praktik pelayanan kebidanan Aspek sasiclogis
yang diteliti adalah pelayanan keoidanan cleh bidan dalam BRM
sehagal data pnmef penglitian. yang diperoleh menggunakan
metode wawancara secara bebas terpimpin dan mendalam serta

MEengis kuesioner
2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini-adalah penelitian deskuptf yang bertujuan
untuk mendisknpsikan secara  sistematis,  faktual dan  akurat
terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat

karakteristik-karaktenstik atau faktor-faktor tertentu.” Yaiu tentang

" Bambang Sunggono, 2010, Metadologi Penelitian Hukum, Jakarta - Rajawal Pers, hal




kewsnangan bidan dalam pelayanan kebidanan o Bidan Praktk

Mandin (BPM)

3. Jenis Data

Oata pnmer diperoleh dan hasil wawancara secara bebas
terpimpin dan mendalam dengan responden yang terdin dan Ikatan
Bidan Indonesia (1Bl). Dinas Kesehatan Kata Semarang. Bidan
Praktix Mandiri * serta pengisian kuasioner dilengkapi dengan data

sekunder yaitudan penelitian kepustakaan berupa
a. Bahan Hukum Primer,yaitu bahan bahan hukum yang mengikat
antara lain

1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2) Peraturan Pemenntah MNomor 32 Tahun 1996 Tantang

Tenaga Keschatan

3)  Peraturan Menten Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/149/2018.Tentang 12in _dan Penyelenggaraan

Praktik Bidan

4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang lZin dan

Penyelenggaraan Praktik Bidan

* |bid
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5} Keputusan Menteri Kesehatan Repubiik Indcnesia Nomar
SOMENKES/SKNVIN2002 Tentang Registrasi dan Praktik
Kebidanan

61 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indunesia Namar

J6YMENKES/SK/NI/2007 Tentang Standar Profesi Bidan

7} Keputusan Menter Kesenatan Republix Indonesia Nomaor
S83/MENKES/SKNIIKZ007  Tentang  Standar  Asuhan

Kebidanan

. Bahan 'Hukum Sekunder, yaiu  bahansbahan yang erat
hubungannya  dengan bahan hukum primer  serta dapat

membantu menganalisa bahan hukum primer misalnya
11 / Rancangan peraturan perundang-dndangan

2) Kepustakaan yang berkaitan dengan kesehatan pada
umumnya, serta tentang-lugas-dan kewenangan bidan pada

khususnya

3) Hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan -dengan maten

penelitian

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan informasi

tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya

1} Kamus istilah hukum
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2) Kamus Besar Bahasa Indonasia

4. Desain Peneslitian

Desain Penelitian inl dapat digambarkan melalui skema kerangka

analisis hipotesis hubungan antara unsur-unsur sebagai berkut

‘ Stardar Kompetens) Bidan '
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b
Sersamaan
Ferbedaan

R

E 1
I—— Sesual aturan hukum

Tidak sesuai aturan hukum

5. Variabel dan Definisi Operasional

a Unsur-unsur dalam Penelitian

1) Kompetensi bidan dalam pelayanan kebidanan pada bidan

prakhk mandiri

2) Kewenangan bidan dalam pelayanan kebidanan Menurul
Kepmenkes NMomaor G00/Menkes/SKNVIZ2002 dan Permenkes

Momor HE. 02 02/Menkas/M149/2010

3) Kewenangan bidan dalam pslayanan kebidanan Menurut

FPermenkes Nomor 14684/Menkes/Per/X2010
b, Definisi Operasional

1) Kompetens! bidan, adalah kualifikas yang harus dimiliki aleh

bidan dalam menjalankan pelayanan kebidanan

2) Kewenangan tudan, adalah pelayanan kepada wanita, pada
masa pranikah termasuk remaja putri, prahamil, kehamilan,

persalinan, mifas, dan menyusui.
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3) Pelayanan kebidanan, adalah pelayanan yang diberkan oleh
bidan berupa Kesehatan Reproduksi kepada perempuan
remaja puln, caton penganting ibu hamil, bersabin, nifas masa
interval, xlimakterium, dan menopause, bayl baru lahir, anak
hialita dan prasekolah serta Pelayanan Keluarga Berencana

dan Kesehatan Masyarakat

4) Bidan praktik mapgirk adalah penyedia-layanan kesehatan
yang memihkl kontribusi cukup besar dalammeamberikan
pelayanan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan bu

Han anak

%) Bidan 422lima adalah suatl program terobosan stralegis yang
mencakup Pembinaan peningkatan kuaiitas pelayanan iddn
dalam lngkup  Keluarga Berencana (KB dan Kesshalan
Repradukst, Menganut prinsip pengempangan diri atau saff
developrment, " dan semangat-——tumbuh  bersama melaly
doropgan dan Wi sendil,  mempertahankany dan
manngratkan  kualitas, dapat memuaskan klien beserta

keluarganya

6. Metode Pengumpulan Data
Oleh  karena penelitian ini  dilakukan dengan  memakai
pendekatan yuridis sosiologis, maka data yang diperiukan dalam

penslitian ini studl (penelittan) kepustakaan dan dihubungkan



dangan studi (penehtian) lapangan Berkaitan dengan penshtian
tersebut.  untuk memperoleh data yang akurat perlu subyek

penelitian dan alat pengumpul data yang tepat antara 'an
g Subyek Penalitian

Subyek penelitian ini sebagal sumber informasi dalam penalitian
Pengambilan dilakukan dengan cara teknik non grobality
sampling secara. purposiVe sampling yaitu. teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneiiti
sendit, perdasarkan cin atau sifat-sifat populasi yang sudah
diketahui sebalumnya ' Adapun airt dan sifat yang dimaksud

adaiah:
1) Subyek merupakan pengurus (Bt

2! Subyek merupakan lembaga yang mempunyai wewsnang
untuk mengawasi atau member (in prakik bidan (Dinas

Kesehatan Kota Semarang)

31 Bidan Praktik Mandiri yang tersebar dalam tiga ranling di Koia

Semarang
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka subyak penelitan

meliputi

— e e

" Soekidje Nathadmodio, op.cit - hal 124-125,



1) lkatan Bidan Indonesia (1BI) = 2 orang
a) Ketua |Bl Kota Semarang
b) Bagian Pengawasan Bl

2) Dinas Kesehatan Kota Semarang = 2 orang

a) Bagian Perijinan Dinas Kesehatan Kola Semarang

b} Bagian Kesehatan Keluarga ODinas Kesehatan  Kota

Semarang

3) Bidan  Praktik Mandiri.  Bidan  sekaligus juga menjad

responden dengan masing-masing berumlah

a) Ranting 1 berjumiah = B biday

(4 bidan delima, 4 bidan belum delima)

h) Ranting 2 berjumiah = 8 bidan

{4 bidan delima. 4 bidan belum delima)

c) Ranting 3 berjumiah = 4 bidan

(5 bidan delima, 4 bidan belum delima)

b. Alat (instrument) Pengumpul Data

Mengingat akan perbedaan jenis|ems data yang diperiukan

dalam penelitan ini, maka alat (instrurment) yang dipergunakan
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untuk mengumpuikan  data  pnmer  dibedakan  dar alat

{instrumeant) untuk pengumpul data sekunder.

1) Untuk mengumpulkan data primer dalam studi (penalitian)

lapangan, digunakan alat pengumpul data berupa

a) Kuesioner

Terhadap pasien diajukan kuesioner, disesuaikan dengan
keterkaitan -~ kewanangan pidan dalam | pelaksanaan
nelayanan kebidanan Bidan Praktix Mandiri (BPM) di Kota

Semarang

&) Wawancara

Wawancara dilakukan - dengan = memakai  psdoman
wawancara Mula-mula kepada subyek pensiitian diajukan
pertanyaan yang sudah terstruktur,  selanjutnya  atas
beberapa butir pertanyaan- tersebut diperdalarm  untuk
mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga  dapat

diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam

2) Untuk mengumpulkan data sekunder, balk dalam penelitian
lapangan atau studi (penelitian) kepustakaan, digunakan alat

pengumpul data berupa dokumen atau tinjauan dokumen.



19

7. Metode Analisa Data

Metode analiais data dalam penelian ini menggunakan
pandekatan deskriptf kualitatt yaitu suatu proses penebtian dan
pemahaman yang berdasarkan pada metadologl vang menyelidiki
suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Data yang telah didapatkan bak dan wawancara melalui
kuisioner akan dilakukan analisa dengan pendekatan yuridis
kualitatif yaitu anallsis yang tidak mengunakan parameter statistik
untuk mengetahul perbandingan antara kepemilikan kampetensi
mdan dengan pelaksanaan kewanangan oDigan dalam pelayanan
kebidanan pada bigan praklik mandin (BPM) menuwut Kepmenkes
Nomdr  S00Menkes/SKAII/Z002  Permenkes Nomer HE 0202/
Menkss/149/2010 Permenkes Nomor 14641 Menkes Per/X/2010 di

Kota Semarang

F. Penyajian Tesis

Agar diperoleh gambaian yang lebih jalas mengenal hal yang

diuraikan dalam penelitian inl maka peoulis menyusun tulisan dengan

memakai sistermatika pendlisan sebagai berikut

" Barnbang Sunggono, 2010 Mefodoiogi Penalitian Hukum, Jakartta Rajawali Pers, hal

40



FPendahuluan  berisi lalar belakang penaliian,  perumusan
masalah, tujuan penelitan manfaat penehtian, dan sistematika

penulisan

Tinjavan Pustaka berisi tontang tinjauan umum tentang Sidan,
Felayanan Kenoidanan Bidan Praktik Mandin (BPM) Kompetensi

Bidan serta Kewenangan Bidan

Hasil Penslitian dan Pembanasan memuat hasi penalitian dan
pembahasan yang-draiannya dijabarkan tentang Gamparan Umum
Bidan Praktik, Maadin di-Kota -Semarangs Keteniuan Tentang
Kompetapsl Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan EPM (Bidan Praktik
Mandir) . Pelaksapaan Kewenangan Bigan Dalam Pelayanan
Kebidanan BEM (Bidan Prakbk Maridio ) Menurut Kepmenkes Nomor
S00/Menkes/SKANI2007° Permerkes Nomer HK. 02.02/Meankes
1492018 dan  Permenkes - Momor - 1484/Menkes/ Per/X/2010
Hubungan ! Antara  Kepemilikan  Kompetenst  Bidan Dengan
Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kehidanan Pada
Bidan Praklik " Mandin (BRM)  Menuwwut Kepmenkes Nomor
O00/Menkes/SKNVI2002, Permenkes Nomor HEK.D2:02FMenkes/ 144/

2010 dan Permenkes Nomar 1484/Menkes/Pe/X/2010,

Penutup bensi kesimpulan memuat uraian singkat tentang
permasalahan  yang dibahas  yakm | Perbandingan  Antara

Kepemilikian Kompetens) Bidan Dengan Pelaksanaan Kewenangan
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Bidan Dalam Palayanan Kebidanan BPM (Bidan Praktik Mandin)
Menurut Kepmenkes Nomor 800/Menkes/SKNVI2002, Permenkes
Nomor HK.0202 /Menkes/149/2010 dan Permenkes Nomor
1464/Menkes /PerfXf2010. Sedangkan saran berisi berbagai usulan
kepada pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan bidan praktik

rnandiri



